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PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Menteri Luar Negeri 01 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Luar Negeri dan
Perwakilan Republik Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar
Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar
Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Luar Negeri dan

Perwakilan Republik Indonesia;
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Mengingat:

—

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3882);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4012);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang
Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 448);
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nomor 5
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L)
2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 860);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEDOMAN
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1
Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Kementerian Luar Negeri dipergunakan
sebagai acuan bagi Unit Organisasi Eselon I dan Satuan
Kerja Eselon II Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan
Republik Indonesia dalam menyusun dokumen Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 2
Memerintahkan kepada seluruh Pejabat Eselon I dan II
Kementerian Luar Negeri serta Kepala Perwakilan Republik
Indonesia untuk membuat dokumen AKIP sesuai dengan

pedoman yang berlaku.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Luar Negeri dan
Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 150), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Desember 2016

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L.P MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR'7 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN  IMPLEMENTASI  SISTEM
AKUNTABILITAS  KINERJA  INSTANSI
PEMERINTAH  KEMENTERIAN  LUAR
NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA

Pendahuluan

A. Latar Belakang

esuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 33 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinetja, dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemierintah, setiap instansi
pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SAKIP.

Berdasarkan ketentuan baiu tersebut, terdapat kebutuhan untuk
menggantikan Pedoman Umum lmplementasi SAKIP yang telahh lama
dignnakan sebagai panduan serta melakukan penyempuwnaan terhadap
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman TImum

[mplementasi SAKIP Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) senantiasa melakukan penguatan
SAKIP di lingkungan Kemenlu melalui penegakan komitmen good governdance
pada semua lini, serta mengembangkan SAKIP yang jelas, terukur, dan
ditopang oleh sistem pengawasan dan pengendalian intern yang kuat. Unsur
perigawasan dan pengendalian melalui audit kinerja terhadap seluruh
pelaksanaan SAKIP dan evaluasinya pada gilirannya akan memberikan bobot
dan kunalitas pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Kemenlu dan

Perwakilan RI. Pada level Kemenlu, perencanaan strategis menggunakan

Kementerian Luar Negeri




